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BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH


[bookmark: _GoBack]
Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada tahun 2016 memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dapat terwujud bila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan dan hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan. 

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kabupaten Garut tahun 2014, bab ini juga membahas mengenai tantangan serta prospek perekonomian Kabupaten Garut kedepan yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012-2014
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB Kabupaten Garut selama tahun 2012-2014 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.6,98 trilyun dari Rp.30,14 trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp.37,12 trilyun  pada tahun 2014 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut selama tahun 2012-2014, kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.
Sedangkan untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2000 di Kabupaten Garut selama tahun 2012-2014 meningkat Rp.1,22 trilyun dari sebesar Rp.12,28 trilyun pada tahun 2012 menjadi Rp.13,51 trilyun pada tahun 2014 (angka sangat sementara). Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif. 
Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara sektoral merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada sektor yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, secara makro pengukuran LPE dapat diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2000. Perekonomian Kabupaten Garut pada tahun 2014 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,93% (angka sangat sementara).

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten Garut Tahun 2012-2014 
	Lapangan Usaha
	Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
	Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

	 
	2012
	2013*
	2014**
	2012
	2013*
	2014**

	PRIMER
	13.365,65
	15.036,97
	16.449,06
	5.443,61
	5.670,15
	5.872,60

	Pertanian
	13.329,38
	14.996,50
	16.405,29
	5.428,12
	5.653,71
	5.855,78

	Pertambangan
	36,28
	40,48
	43,77
	15,49
	16,44
	16,83

	SEKUNDER
	3.312,23
	3.694,04
	4.089,44
	1.332,82
	1.425,42
	1.509,18

	Industri
	2.296,96
	2.546,91
	2.805,52
	880,17
	940,69
	988,09

	Listrik dan air
	137,15
	158,19
	172,65
	71,25
	75,04
	78,66

	Bangunan
	878,13
	988,94
	1.111,27
	381,4
	409,7
	442,43

	TERSIER
	13.469,24
	14.904,24
	16.589,56
	5.508,11
	5.780,83
	6.128,99

	Perdagangan
	8.072,96
	9.017,64
	10.057,85
	3.514,77
	3.704,27
	3.948,44

	Pengangkutan
	1.215,83
	1.342,52
	1.504,99
	350,84
	368,39
	384,79

	Keuangan
	959,81
	1.074,16
	1.180,72
	476,21
	506,03
	536,66

	Jasa-jasa
	3.220,63
	3.469,92
	3.846,00
	1.166,29
	1.202,15
	1.259,10

	PDRB
	30.147,12
	33.635,24
	37.128,06
	12.284,54
	12.876,41
	13.510,77


Sumber : BPS Kabupaten Garut (** Angka Sangat Sementara) .

Sampai dengan tahun 2014, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan (prime mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah, tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (comparative advantages), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Kontribusi sektor pertanian banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan (tabama), diikuti oleh sub sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Namun demikian, akselerasi kinerja sektor pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (linkages) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian. Potensi lain dalam sektor pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan. apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyalemen positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya. 
Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita, semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya bertambah baik, sebaliknya penurunan pendapatan per kapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dengan menggunakan data PDRB sebagai pendekatan pendapatan, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Garut selama periode tahun 2012-2014 tampak cukup mengagumkan, dengan pertumbuhan di atas 7%. Pada tahun 2012 pendapatan perkapita sebesar Rp. 12.170.260 dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 14.697.278 pada tahun 2014 (angka sangat sementara). Peningkatan ini dapat di katakan cukup tinggi namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita adh berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Garut per penduduk selama satu tahun.
Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Garut selama periode tahun 2012-2014 tampak terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 pendapatan perkapita sebesar Rp. 4.959.215 dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.348.287 pada tahun 2014 (angka sangat sementara). Dari data tersebut dapat dilihat pendapatan riil yang sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat Kabupaten Garut secara makro di sepanjang periode 2012-2014 cenderung terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. 

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Garut
Tahun 2012-2014
	Tahun
	PDRB Per Kapita (Rp)
	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

	
	Berlaku
	Konstan
	

	2012
	12.170.260,31
	4.959.215,72
	2.477.114

	2013*
	13.441.140,52
	5.145.602,02
	2.502.410

	2014**
	14.697.278,43
	5.348.287,89
	2.526.186


Sumber : BPS Kabupaten Garut. (** Angka Sangat Sementara)

PDRB perkapita Kabupaten Garut Tahun 2014 sebesar Rp.5,34 juta lebih relatif masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional maupun Jawa Barat (terpaut Rp.3,16 juta dari Jawa Barat sebesar Rp.8,5 juta dan terpaut Rp.5,76 juta dari Nasional  sebesar Rp.11,1 juta).
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Dari sisi perkembangan harga, Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga sebagai  persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporasi, angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro), angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara umum, penghitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Pada tahun 2014 secara umum inflasi di Kabupaten Garut mencapai 7,84%, atau mengalami kenaikan 0,95% jika dibandingkan tahun 2013 mencapai 6,89%, ini disebabkan sebagai dampak terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga-harga lainnya secara umum pada akhir tahun 2014. Kondisi inflasi tahun 2014 tersebut, sedikit lebih tinggi dari inflasi secara umum di Jawa Barat sebesar 7,84, namun masih lebih rendah apabila dibandingkan inflasi di tingkat nasional yang mencapai 8,36%.
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Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. 
Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (demand for labour) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.
Berdasarkan data Sakernas Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk bekerja usia kerja 15 tahun keatas selama periode tahun 2012-2014 mengalami peningkatan 7.175 orang (0,77%), dari sebanyak  936.552 orang pada tahun 2012 menjadi sebanyak 943.727 orang pada tahun 2014. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan perkembangan jumlah Angkatan Kerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas, maka  rasio penduduk yang bekerja selama periode tahun 2012-2014 mengalami sedikit penurunan meskipun tidak terlalu signifikan sebesar 1,33% dari sebesar 93,62%  pada tahun 2012 menjadi sebesar 92,29% pada tahun 2014. 
Tabel 3.3
Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja Kabupaten Garut
Tahun 2012-2014
	No
	INDIKATOR KETENAGKERJAAN
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah penduduk yang bekerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)
	936.552
	922.194
	943.727

	2
	Angkatan Kerja Usia Kerja 15 Tahun Keatas (orang)
	1.000.365
	1.003.916
	1.022.545

	3
	Rasio Penduduk bekerjaUsia Kerja 15 Tahun Keatas (%)
	93,62%
	91,86%
	92,29%

	4
	Jumlah Pengangguran Terbuka (orang)
	63.813
	81.722
	78.818

	5
	Tingkat Pengangguran (%)
	6,38%
	8,14%
	7,71%


Sumber: BPS RI, Data Statistik Angkatan Kerja Nasional (Agustus)

Seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,93%, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,43% dari sebesar 8,14% pada tahun 2013 menjadi sebesar 7,71% pada tahun 2014. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah berhasil menekan tingkat pengangguran meskipun belum terlalu signifikan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat sebesar 8,45%, namun masih relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Nasional sebesar 5,94%. 
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Tantangan yang harus dihadapi terkait masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Garut adalah mendorong pengembangan kegiatan dan sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja relatif tinggi, seperti sektor industri pengolahan hasil pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 
Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Garut, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh  tantangan  dan  prospek  pada  tataran  global,  nasional,  maupun  lingkungan  regional  Jawa Barat.

3.1.2.1 Global dan Nasional
Perkembangan ekonomi global berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan kerangka ekonomi makro pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional di tahun 2016 diantaranya adalah: 
(i) 	membaiknya perekonomian global yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh terus membaiknya perekonomian AS; 
(ii) 	perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; 
(iii) 	perekonomian negara berkembang dan emerging yang makin baik;
(iv) 	rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara pengimpor minyak. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,8 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen.
Sasaran dan perkiraan besaran ekonomi makro tahun 2016, meliputi :
(1) 	Perekonomian domestik secara nasional, diperkirakan tumbuh sebesar 5,8-6,2 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian global, dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif. Dari sisi permintaan, permintaan eksternal akan mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,8-5,2 persen, yang didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi global, terutama di pasar ekspor utama Indonesia, seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya mulai membaik.
(2) 	Investasi diperkirakan tumbuh 8,6-9,0 persen yang didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dan membaiknya investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Peningkatan investasi ini pun akan didorong oleh membaiknya iklim investasi dan berusaha di Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai tempat berinvestasi dan berusaha. permintaan domestik akan ditopang oleh makin stabilnya inflasi sehingga daya beli makin meningkat yang pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,0-5,2 persen. Konsumsi pemerintah akan tumbuh 2,0-2,5 persen yang didukung oleh percepatan penyerapan anggaran pembangunan yang diikuti dengan akuntabilitas dan transparasi yang makin baik.
(3) 	Dari sisi neraca pembayaran, Penerimaan ekspor tahun 2016 diperkirakan meningkat sekitar 8,3-9,4 persen, didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang naik sekitar 7,2-8,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 7,1 persen, didorong oleh peningkatan impor nonmigas yang naik sekitar 7,1 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2016 diperkirakan defisit sebesar USD 25,9-23,9 miliar (defisit sekitar 2,1-2,3 persen PDB). Sumber utama peningkatan neraca finansial diperkirakan masih disumbangkan oleh peningkatan investasi langsung luar negeri (PMA). Perbaikan iklim investasi yang diiringi dengan regulasi yang mendorong kepercayaan investor luar negeri masuk ke Indonesia memungkinkan PMA akan meningkat di tahun 2016.
(4) 	Dari sisi keuangan negara, melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pendapatan negara diperkirakan akan mencapai 15,5-15,6 persen PDB pada tahun 2016. Peningkatan pendapatan negara tersebut didorong utamanya melalui penerimaan perpajakan yang diperkirakan akan setara dengan 13,1-13,2 persen PDB tidak termasuk pajak daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan mengalami peningkatan menjadi sekitar 2,4 persen PDB di tahun 2016, didorong oleh berbagai upaya optimalisasi, salah satunya pada pos PNBP nonmigas. Belanja negara diperkirakan akan mencapai 17,1-17,4 persen PDB di tahun 2016, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,8-11,0 persen PDB dan transfer ke daerah sebesar 6,3-6,4 persen PDB. Peningkatan efisiensi kualitas belanja negara dapat dilihat pada meningkatnya belanja modal menjadi 2,4-2,5 persen PDB dan lebih rendahnya subsidi energi menjadi sekitar 1,0 persen PDB jika dibandingkan dengan rencana alokasi di tahun 2015.
(5) 	Dari sisi moneter, untuk menuju perekonomian yang lebih maju, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus didukung dengan tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, inflasi pada tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran 3,0-5,0 persen. Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada pada rentang Rp12.800-13.200 per USD.
Kebutuhan investasi Nasional untuk tahun 2016 adalah Rp. 4.411-4.431 triliun (meningkat sekitar 14,5 persen dibanding tahun sebelumnya), yang bersumber sekitar 14,7 persen dari investasi pemerintah dan sekitar 85,3 persen dari investasi masyarakat. Sumber investasi pemerintah berasal dari pengeluaran modal pemerintah. Sementara itu, pembiayaan investasi masyarakat, antara lain berasal dari perbankan sekitar 23,8 persen; obligasi pemerintah 16,0 persen; dan aliran modal asing 19,7 persen.
Namun demikian, terdapat kemungkinan terjadinya resiko perlambatan ekonomi, yang antara lain disebabkan (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi dunia; (ii) meningkatnya gejolak moneter dan keuangan global yang dapat mempengaruhi arus modal serta menuntut kebijakan moneter baik di luar dan dalam negeri menjadi lebih ketat, serta (iii) tidak berjalan dan lambatnya proses reformasi struktural menyeluruh di perekonomian domestik yang berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat.
Perlambatan ekonomi yang terjadi karena faktor internal dan eksternal akan menyebabkan (i) menurunkan daya serap tenaga kerja di sektor produktif, (ii) memperlambat penciptaan lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh iklim investasi yang belum kondusif, (iii) pelemahan ekspor non-migas disertai tuntuan kenaikan upah yang tinggi akan mempersulit upaya mempertahankan pekerja yang sudah bekerja, dan (iv) semakin sulitnya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan karena tingkat kemiskinan yang relatif rendah.
Pada tahun 2016, Penduduk Miskin diperkirakan sebesar 9-10 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,3 persen. Sementara itu, Pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2-5,5 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,6 persen.
Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, penguatan investasi akan menjadi perhatian utama sebagai faktor pendorong kemajuan ekonomi, dengan sasarannya adalah:
1. Perbaikan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB) menjadi 108 pada tahun 2016;
2. Meningkatnya pertumbuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 8,6-9,0 persen; dengan target realisasi investasi (PMA dan PMDN) sebesar Rp.594,8 triliun rupiah dengan kontribusi PMDN 35 persen; 
3. Tercapainya realisasi investasi sebesar Rp.594,8 triliun.
Sesuai dengan kerangka kebijakan dalam RJPMN 2015-2019, Penguatan Investasi akan ditempuh melalui dua pilar kebijakan. Pilar Pertama adalah Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; sedangkan Pilar Kedua adalah Peningkatan Investasi yang Inklusif terutama dengan mendorong peranan investor domestik yang lebih besar.
Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha ini tentunya akan tetap berlanjut di tahun 2016, dengan lebih dititikberatkan pada pembenahan dan penyederhanaan proses perijinan dan kepastian berusaha secara berkelanjutan untuk mendorong investasi yang lebih tinggi serta penerapan upaya konkrit untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan adil.
Adapun strategi yang ditempuh adalah :
1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, antara lain dilakukan melalui (a) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah untuk mendukung sektor prioritas dengan menyusun peta jalan harmonisasi regulasi terkait investasi, dan dititikberatkan pada sektor energi, ketenagalistrikan, pariwisata dan industri pengolahan prioritas, serta industri maritim, (b) penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha terus dilakukan dengan mengevaluasi perda bermasalah, dan (c) penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi, dengan upaya dilakukannya pelayanan bantuan hukum dari pusat kepada daerah yaitu dilakukannya evaluasi Rancangan Perda tentang RTRW.
2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pengolahan dan jasa, terutama: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam. Selain itu, penyederhanaan prosedur perijinan dilakukan pula untuk mendukung perbaikan peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business).
3. 	Peningkatan kualitas layanan investasi untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, yang antara lain dititikberatkan pada: (a) di tingkat pusat: peningkatan fasilitas layanan PTSP-Pusat yang didirikan pada Januari 2015; (b) di daerah: optimalisasi layanan investasi di PTSP, melalui percepatan pelimpahan wewenang perijinan kepada kepala PTSP, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), pengurangan biaya, implementasi SPIPISE dan tracking system, serta pembentukan PTSP bagi daerah yang belum memilikinya.
4. Pengembangan sistem insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang dapat: mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa; mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan energi nasional; dan mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana serta yang menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan dan SOP untuk Pendirian Forum Investasi, dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan investasi agar secara konsisten dapat menjaga iklim invetasi yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor, serta menyelesaikan permasalahan dan hambatan investasi yang bersifat lintas sektor. Forum tersebut keanggotaannya terdiri dari lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan.
6. 	Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, yang akan dititikberatkan pada terselesaikannya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penyelesaian revisi UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat untuk mendukung iklim investasi yang kompetitif khususnya pada sektor pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik melalui: (i) pemantapan kelembagaan sekretariat KPPU berdasarkan peraturan presiden, (ii) pengawasan perilaku pelaku usaha dalam rangka pencegahan perilaku anti persaingan dengan titikberat pada sektor pangan dan logistik, (iii) implementasi competition checklist untuk menjamin harmonisasi kebijakan, (iv) penindakan terhadap praktek kartel, dan (v) pengajaran mata kuliah terkait persaingan usaha dalam pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan sebagai upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

3.1.2.2 Jawa Barat
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Tahun 2014 sebesar 5,07%, melambat dibanding Tahun 2013 yang tumbuh sebesar 6,06%. Perlambatan pertumbuhan PDRB tersebut terutama didorong oleh melemahnya konsumsi rumah tangga meskipun investasi dan konsumsi pemerintah meningkat. Tetapi secara akumulasi, Jawa Barat memiliki intensitas aktivitas perekonomian Jawa Barat yang cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan masih menjadi tujuan utama investasi PMA dan PMDN, kemampuan ekonomi Jawa Barat tumbuh di atas nasional. Pencapaian kinerja perekonomian Jawa Barat sendiri, tidak lepas dari upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah. Fakta inilah yang membentuk daya saing Jabar berada pada urutan ke-4 di Indonesia.
Hasil analisis tren, LPE Jawa Barat di Tahun 2015 berada di rentang 5,65% - 6,35% dan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 6,3%-6,9%. Meningkatnya LPE dibanding ini terkait peluang pertumbuhan tinggi di sektor-sektor non tradeable terutama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Jasa-jasa. Selain itu meningkatnya LPE dunia akan mendorong peningkatan ekspor Jabar dan investasi yang masuk. Proyeksi angka tersebut cukup rasional jika dikaitkan dengan kemampuan menyerap investasi selama ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Kedepan Jawa Barat akan mulai concern kepada sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pangan, agar tidak hanya memproduksi raw material namun harus sudah mulai mengangkat value. Selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan industri kreatif akan mendapatkan prioritas mengingat dua sektor tersebut merupakan sektor yang paling memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat.
Untuk inflasi Jawa Barat Tahun 2015 diperkirakan pada kisaran 4,7%-5,5% dan pada tahun 2016 sebesar 4,5%-5,5%, dengan asumsi pemerintah kembali menyesuaikan harga BBM dengan penurunan harga minyak mentah dunia. Meski sempat menghentak publik, kebijakan kenaikan BBM di akhir Tahun 2014 oleh Pemerintah telah dilaksanakan. Sektor pemerintah dan swasta harus dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan dan bisnis dengan lebih baik di awal. Kinerja inflasi memang ditentukan oleh kebijakan harga yang diputuskan oleh pemerintah. 
Sementara untuk angka pengangguran, berdasarkan pola sebelumnya, pada 2015, diperkirakan tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan yang tidak terlalu besar dan berada di kisaran 8,2%-8,4% dan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 7,5% – 7,0%. Dari 9 sektor lapangan usaha, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih tetap menduduki potensi penyerapan tenaga kerja yang paling besar. Beberapa program pemerintah dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur akan membantu dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui program seperti pembangunan waduk dan saluran irigasi.
Berkenaan kemiskinan, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,8% – 5,9% dan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 5,9% – 5,5%.  
Tahun 2015 juga memberikan tantangan dengan mulai berlakunya agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015. Tantangan utama yang dihadapi Jawa Barat adalah bagaimanan menciptakan produk inovatif yang berdaya saing tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur, dan teknologi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya keras mempersiapkan usaha mikro kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan industri kreatif serta terus menerus memperkenalkan kepada masyarakat hasil produknya. Jawa Barat merupakan bagian dari masyarakat global, untuk itu perlu mempersiapkan diri lebih awal untuk menghadapi tantangan dalam persaingan MEA 2015.
Tantangan perekonomian Jawa Barat yang dihadapi :
1. Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga 
2. Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi 
3. Peningkatan target indeks daya beli masyarakat Jawa Barat, sehingga perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut. 
4. perubahan iklim dan out break hama penyakit, dikhawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa Tahun ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan melalui perbaikan system perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitas sarana produksi. 
5. Kelangkaan energi pada beberapa Tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energy alternative. 
6. Terjadinya penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di Pasar Global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat. 
7. Di bidang teknologi, peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relative rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penilitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat. 
8. Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri. 
9. Penciptaan keterkaitan industri pengolah dengan sumber daya lokal. 
10. Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan pedesaan.
Khusus untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Jawa Barat mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam menghafapi tantangan tersebut.
Prospek Perekonomian Jawa Barat dari sisi internal :
(1) 	Bidang pertanian/pangan : Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah petani yang cukup banyak, serta komoditas yang cukup beragam ditunjang keberadaan Waduk Jatigede.
(2)  Bidang Industri : Jawa Barat memiliki industri yang banyak baik skala besar, menengah, kecil dan mikro
(3)	Bidang Energi: Jawa Barat memiliki sumber daya alam sumber energy alternative yang cukup banyak, baik dari bahan tambang maupun komoditas pertanian.
(4) 	Bidang Teknologi: Jawa Barat memiliki Perguruan tinggi ternama dan lembaga litbang departemen maupun non departemen yang cukup banyak.
Prospek Perekonomian Jawa Barat dari sisi eksternal :
(1) 	Kelangkaan pangan di tingkat global dan nasional : Merupakan peluang bagi pertanian Jawa Barat dalam pemasaran produk pertanian dan olahannya;
(2) 	Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia
(3) 	Kesiapan Jawa Barat menghadapi Asean Economic Community (AEC) pada Tahun 2015
(4) 	MP3EI : Dukungan untuk MP3EI untuk jangka pendek berupa kebijakan Jawa Barat dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja industri Jawa Barat.
Tahun 2016 merupakan tahapan ke-3 pada rangkaian pembangunan jangka menengah Tahun 2013-2018, sekaligus merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2014-2019. Ada beberapa rekomendasi implementasi RPJMN dalam konteks kepentingan pembangunan ekonomi regional Jawa Barat, sebagai berikut:
1. 	Produk pangan harus jadi perhatian dan komitmen karena jumlah penduduk besar. Implikasinya, alokasikan anggaran yang memadai.
2. 	Berdasarkan hasil kajian Tabel Input Output Jabar, sektor pertanian memiliki nilai backward linkage yang besar namun relative kecil untuk angka forward linkage. Artinya potensi pertanian Jabar perlu didorong untuk industrialisasi (agroindustri).
3. 	Penekanan pembangunan sektor pertanian seyogianya tidak hanya di aspek produksi, namun juga sisi pasar. Harus dibangun institusi pasar sebagai option market yang akan meningkatkan pendapatan petani dan menjamin redistribusi pendapatan antara pedagang dengan petani yang lebih adil.
4. 	Review Program yang ada di RPJMD saat ini agar lebih fokus untuk peningkatan produktivitas dan perwujudan option market output sektor pertanian Jabar.
5. 	Guna peningkatan daya saing industri Jabar, berikan insentif bagi industri yang menggunakan komponen lokal relative tinggi (diatas 60%).
6. 	Menjelang implementasi UU tentang Desa, siapkan kebijakan untuk mengembangkan instrumen mendorong pembangunan perdesaan. Diantaranya, dorong agar BUMDES dikelola secara professional, misalnya oleh sarjana desa dan para pendamping dari LSM.
7. 	Dana alokasi desa (sesuai janji gubernur) arahkan untuk mendukung program pembangunan lainnya dalam konteks misalnya peningkatan ketahanan pangan, atau yang lainnya sesuai prioritas utama target pembangunan desa yang bersangkutan.
8. 	Untuk implementatif sebuah kebijakan, harus fokus pada data mikro (lingkup data lebih detil).
9. 	Produktivitas perekonomian regional dibangun atas kekuatan kinerja ekonomi di level mikro, arahkan kegiatan untuk peningkatan produktivitas sub sektor yang lebih mikro.
10. 	Dalam membangun kedaulatan pangan, ciptakan instrumen pasar yang dapat memperbaiki harga jual komoditas yang dihasilkan petani. Pilihannya, Bulog harus bisa beli komoditas tersebut atau melalui BUMD.
11. 	Dalam membangun kedaulatan energi, optimalkan eksploitasi panas bumi yang ada di wilayah Jawa Barat.
12.	Dalam pengelolaan pembangunan, selain pengaturan pembagian peran, perlu dipertegas siapa yang bertanggungjawab dalam menentukan action and cut.
13. 	Dalam memanfaatkan meluasnya pasar MEA, perlu dibangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Bea Cukai, selain dilakukan promosi produk Jawa Barat secara gencar. Hal penting lain adalah menyebarluaskan informasi tentang fasiltias sesuai kesepakatan dagang yang dapat dinikmati oleh para eksportir.
14. 	Dalam rangka meningkatkan investasi, promosi peluang investasi harus terus ditingkatkan. Perkuat dengan kebijakan yang lebih pro bisnis.
15. 	Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan pembenahan karakter SDM nya untuk lebih produktif.



3.1.2.3 Kabupaten Garut
Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian nasional, regional, maupun Jawa Barat beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah tahun 2016, dengan memperhatikan kondisi tersebut maka  indikator makro ekonomi Kabupaten Garut diproyeksikan sebagai berikut :
Tabel 3.4 
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut
	No
	INDIKATOR MAKRO
	2015*
	2016**

	1
	Jumlah Penduduk
	2.604.900
	2.647.944

	2
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
	1,54
	1,54

	3
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Usia 15 Th + (%)
	4,69
	4,57

	4
	Kemampuan Daya Beli (000 Rp)
	645,14
	646,43

	5
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
	294.093
	286.741

	6
	Persentase Penduduk Miskin (%)
	11,29
	10,84

	7
	PDRB Berlaku (Juta Rp)
	40.125.820
	44.138.402

	8
	PDRB Konstan 2000 (Juta Rp)
	14.425.018
	15.218.394

	9
	Inflasi (%)
	6
	6

	10
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
	5,5
	5,5

	11
	PDRB perkapita adh Berlaku (Rp)
	15.403.976
	16.693.141

	10
	PDRB Perkapita adh Konstan 2000 (Rp)
	5.537.647
	5.755.596

	11
	Investasi (Miliar)
	5.587
	6.145

	12
	Laju Investasi (%)
	10,00
	10,00


Sumber : RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2016 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran sebesar 5,5% dengan inflasi pada kisaran 6%. Dari sisi tingkat kemiskinan, diproyeksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun, pada tahun 2015, persentase penduduk miskin diperkirakan akan berada pada kisaran 11,29% dan tahun 2016 sekitar 10,84 %. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15 tahun juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2015 TPT diproyeksikan berada pada kisaran 4,69 % dan tahun 2016 sekitar 4,57 %.
Tekanan inflasi  diperkirakan sebesar 6% angka sementara, kondisi ini seiring dengan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, namun demikian,  tekanan inflasi diperkirakan muncul dari berbagai pengaruh seperti kenaikan tarif  listrik, faktor cuaca yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan, sebagai tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah saat ini, serta tantangan kedepan maka diperlukan kerangka perekonomian Kabupaten Garut sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan, kualitas, keragaman dan keamanan pangan masyarakat;
2. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian/ perkebunan;
3. Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan penguatan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
4. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya;
5. Meningkatkan keunggulan dan daya tarik, promosi wisata guna peningkatan daya beli masyarakat;
6. Meningkatkan daya saing industri;
7. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa;
8. Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha, menengah, kecil dan mikro;
9. Meningkatkan realisasi dan iklim investasi.


3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :
a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
b. 	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
c. 	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
d. 	Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
e. 	Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
f.	Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan;
2) Dana Perimbangan yang meliputi :
a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
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Tabel 3.5
Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2015 s.d Tahun 2016
	No
	Uraian
	Data      Tahun 2014       (Milyar Rp)
	Tingkat Pertum buhan (%)
	Proyeksi (Milyar Rp)

	
	
	
	
	2015
	2016

	1
	PENDAPATAN
	2.927,34
	7,00
	3.132,25
	3.351,51

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	255,10
	7,00
	272,96
	292,07

	1.1.1
	Hasil Pajak Daerah
	51,92
	7,00
	55,56
	59,45

	1.1.2
	Hasil Retribusi Daerah
	16,07
	10,55
	17,77
	18,40

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	3,56
	-9,01
	3,24
	4,08

	1.1.4
	Lain-Lain PAD Yang Sah
	183,55
	7,00
	196,39
	210,14

	1.2
	Dana Perimbangan
	2.060,01
	7,00
	2.204,21
	2.358,50

	1.2.1
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
	210,97
	7,00
	225,74
	241,54

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum
	1.702,45
	7,00
	1.821,62
	1.949,14

	1.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	146,58
	7,00
	156,85
	167,82

	1.3
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
	612,23
	7,00
	655,09
	700,94

	1.3.1
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
	3,00
	7,00
	3,21
	3,43

	1.3.2
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
	72,14
	7,00
	77,19
	82,59

	1.3.3
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :
	418,31
	7,00
	447,59
	478,92

	1.3.4
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	118,78
	7,00
	127,10
	135,99


Sumber : RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019 

Selama kurun waktu tahun 2014 - 2016, sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Garut secara rata-rata masih didominasi oleh sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah, sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan. 
Untuk tahun 2016, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp.3,35 trilyun, atau terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 6,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.3,13 trilyun.
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :
1. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
Sementara itu Dana Perimbangan pada tahun 2016 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 70,37% dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah. 
3. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
4. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD Provinsi.
5. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
6. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2016 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 20,91%, yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari Provinsi ataupun dari dan hibah dan dana darurat.
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah
Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:
1. Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten;
8. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015 s.d Tahun 2016
	No
	Uraian
	Data      Tahun 2014       (Milyar Rp)
	Tingkat Pertum buhan (%)
	Proyeksi (Milyar Rp)

	
	
	
	
	2015
	2016

	A. 
	Belanja Tidak Langsung
	1.884,25
	7,84%
	2.032,00
	2.197,98

	1
	Belanja Pegawai
	1.782,15
	8,75%
	1.938,02
	2.107,75

	2
	Belanja Bunga
	 
	 
	 
	 

	3
	Belanja Subsidi
	 
	 
	 
	 

	4
	Belanja Hibah
	8,59
	-70,00%
	2,58
	0,77

	5
	Belanja Bantuan Sosial
	3,38
	7,00%
	3,62
	3,87

	6
	Belanja Bagi Hasil
	0,03
	7,00%
	0,03
	0,04

	7
	Belanja Bantuan Keuangan
	74,60
	0,00%
	74,60
	74,60

	8
	Belanja Tidak Terduga
	10,50
	-70,00%
	3,15
	0,95

	 
	Dana Daerah Otonomi Baru
	5,00
	100,00%
	10,00
	10,00

	B. 
	Belanja Langsung
	1.115,35
	7,00%
	1.193,43
	1.276,97

	1
	Belanja Pegawai
	150,90
	10,72%
	167,08
	178,78

	2
	Belanja Barang dan Jasa
	564,83
	7,76%
	608,65
	651,25

	3
	Belanja Modal
	399,62
	4,52%
	417,70
	446,94

	 
	Total Belanja
	2.999,60
	7,53%
	3.225,42
	3.474,94


Sumber : RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019

3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 
Kebijakan pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langka antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi antara lain melalui:
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2016 meliputi :
1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2)	Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah. 

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2016 adalah:
1) 	Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana persiapan pemilukada dan penyertaan modal BUMD.
2) 	Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3) 	Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.7.
Tabel 3.7
Proyeksi Target Pembiayaan Daerah 
Tahun 2015 s.d Tahun 2016
	No
	Uraian
	Data      Tahun 2014       (Milyar Rp)
	Tingkat Pertum buhan (%)
	Proyeksi (Milyar Rupiah)

	
	
	
	
	2015
	
2016

	 
	PEMBIAYAAN
	72,27
	 
	93,17
	123,43

	A
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
	93,57
	23,21%
	115,28
	145,67

	 
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya
	93,57
	23,21%
	115,28
	145,67

	B
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
	21,3
	3,81%
	22,11
	22,24

	 
	Pembentukan Dana Cadangan
	5
	0,00%
	5
	5,00

	 
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	11,6
	7,00%
	12,41
	12,54

	 
	Pembayaran Pokok Utang
	4,7
	0,00%
	4,7
	4,70


Sumber : RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019

Rencana Penggunaan Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah untuk mengalokasikan Dana program Pembangunan pada tahun 2015 s.d 2016 seperti tercantum di dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2015 s.d 2016
	
No
	Uraian
	Proyeksi (Milyar Rupiah)

	
	
	Tahun 2015
	Tahun 2016

	I
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 
	513,34
	539,88

	II
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I (Prioritas Kabupaten, program unggulan (dedicated) Kepala daerah)
	453,13
	457,59

	III
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II (Prioritas SKPD)
	56,80
	59,74

	IV
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III (Belanja Tidak Langsung Bantuan Sosial, Bagi Hasil Kepada Pemdes)
	3,40
	3,58

	
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III-IV)*
	0
	0


Sumber : RPJMD Kabupaten Garut 2014-2019

Jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dalam membiayai :
a. Rencana Alokasi Prioritas I, Yakni berkaitan dengan Tema atau Program Unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagai mana diamanatkan didalam RPJMD, dan amanat kebijakan Nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan 20% dan Kesehatan 10% serta penanggulangan Kemiskinan. Selain itu program prioritas I ini berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi – misi Daerah serta diprioritaskan pada belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Rencana Alokasi Prioritas II, Yakni berkaitan dengan program unggulan ditingkat SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing Segmentasi Masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan.
c. Rencana alokasi prioritas III, Yakni dialokasikan untuk belanja-belanja tidak langsung seperti belanja bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan, serta belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa. Pengalokasian pada prioritas III mendahulukan pemenuhan Dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.
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